
BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI ST'LAWESI SELATN{

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka perlu memberikan
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan
status pribadi dan status hukum bagi penduduk;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan
administrasi kependudukan sesuai amanat Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan khususnya dalam
pelaksanaan Pasal 79A yang mengamanatkan semua
pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil tidak dipungut biaya, termasuk sanksi
administratif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan ssfagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
mengubah dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun L992 tentang

Keimigrasian (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (I.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

8. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Kabupaten Tora.ja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lcmbaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Republik Indonesia Nomor 5679);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O6, Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4047)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 102 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5373);

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2O09 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 20O9 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 257);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2OlO tentang Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian T\rgas Pokok dan Pejabat Pencatatan
Sipil dan Petugas Registrasi;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 188.34.5275 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2oll tentang
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
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Akta Catatan SiPil.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6

Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2Ol5 Nomor 6, Tambahan

lembaran Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 48);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah (tembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan

l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61)'

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

Dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 48)

diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 51 ayat 1 dihapus sehingga Pasal 51

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Dihapus.
(2) Bagl penduduk korban bencana alam atau korban

sosial diberikan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas
Kependudukan dan pencatatan sipil tanpa dipungut
biaya.

2. BAB X dihapus.
3. BABXI dihapus.
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MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 8 Agustus 2017

BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 8 Agustus 2017

PLH TARIS DAERAH
ATEN TORAJA UTARA,P

1

RE BARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM. 7.87.I7
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 6
Tahun 2015 tentang tentang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, mengalami perubahan khususnya mengenai sanksi
administratif keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan
dan pencatatan sipil tidak perlu dipungut biaya atau gratis sesuai
dengan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Talrun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan tidak dipungut biaya dalam semua bentuk
pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencata.tan Sipil
Kabupaten Toraja Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 79.
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